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ABSTRAK

Narapidana harus menaati tata tertib yang dipertahankan selama ia tinggal di
Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga
Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan bagi
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara
pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan
pidana. Narapidana yang tidak mematuhi tata tertib wajib dikenakan sanksi
hukum.

Permasalahan dalam penelition ini adalah Bagaimana penerapan sanksi hukum
terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Palembang dan Apakah penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib
yang dilakukan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1|
Palembang.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode
penglilian hukqm yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari
per;laku manusia, bqlk perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun
perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun penerapan sanksi hu'um bagi narapidana yang melanggar tata

Kelas I Palembang adalah kurang pende a petugas dan

narapidana, rendahnya tingkat pengamanan, jumlah sipir tidak sebanding dengan

jumlah narapidana, kurang pemahaman atas tindakan yang dilakukan oleh
narapidana, perlakuan tidak adil antar tahanan dan sarana/prasarana

Rekomendasi, Terhadap Lembaga Pemasyarakatan harus  berhati-hat selalu

memonitor dan mengawasi dan Juga diperketat i
Penjaganya agar ketertih: :
Lembaga Pemasyarakatan dapat ditegakkan. e i an

Kata Kunci : Narapidana, Sanksi, Tata Tertib
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ALY

PENUT

Ao Kestmpulan

Lo Penerapan Sanli Hulcum

Terhadap Narapidana yang Melangpar
Tata Tertiby 1y I.vmlmuu I'e

> ’ » . [} i
mbinann KK husay Analc Kelas 1 Pale mbang

Adapun Penerapan sanksi hukum bagi narapidana yang melangpar

o tertib, yvakni:

() Hukuman Disiplin npkat rinpan, meliputi

aomemberikan Peringatan secarn lisan; dan

b. memberikan PeringEatan secarm lertuliy,

(1) Hukuman Disiplin tingkat sedang, melipu -

4 memasukkan dalam gel Pengasingan paling lama 6 (enam) hari: dan

b menunda atan menmadakan hak lertentu dalam kurun walktu tertenty
berdasarkan hasil Sidang Tpp,
(3) Menunda atay menadakan hak lertenty sebagaimanag dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapa berupa penundaan waktu  pelaksanaan

Kunjungan,
() Hukuman Disiplin tingka berat, meliputi:

a-memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dap
dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan

b tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, ey
bersyarat, asimilasi.  cuti menjelang  bebas,  dan pembebasan
bersyarat dalam tahun berjalan dan dicata dalam register I: dan

¢ Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan

dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register ||,
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